BAB IV

ANALISIS DATA

4.1. Sejarah RSUP Dr. Sardjito

Kota Yogyakarta adalah salah satu kota dengan fasilitas
kesehatan yang cukup memadahi. Hal ini dibuktikan dengan
banyaknya fasilitas kesehatan yang ada di Yogyakarta salah satunya
adalah RSUP Dr. Sardjito yang merupakan rumah sakit rujukan
terakhir di daerah DIY dan Jawa Tengah bagian selatan. Gagasan
mendirikan Rumah Sakit Umum dan Pendidikan pada satu lokasi
guna pendidikan calon dokter dan dokter ahli serta untuk
pengembangan penelitian, dikemukakan pada tahun 1954 oleh Prof.
Dr. Sardjito, dan karena dirasakan pula adanya kebutuhan mendesak
perlunya Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) dalam rangka
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Jawa Tengah Bagian
Selatan.

Keinginan tersebut baru dapat direalisasikan pada 1970/1971
dengan menggunakan biaya dari Departemen Kesehatan RI dengan
lokasi di Pingit, namun setelah ditinjau oleh Departemen Kesehatan

RI dianggap tidak memadai. Setelah pembicaraan lebih lanjut maka

81



82
pembangunan RSUP dipindahkan ke daerah Sekip dengan nama
RSUP Dr. Sardjito. Penggunaan nama tersebut adalah untuk
mengenang perjuangan dan jasa-jasa Prof. Dr. Sardjito.

RSUP Dr. Sardjito didirikan dengan SK MenKes RS no.
126/Ka/B.VII/74 tanggal 13 Juni 1974, yaitu sebagai RSU tipe B
pendidikan pengelolaan oleh Dep.Kes. RI melalui Dir.Jen.Yan.Med.
Tugas utamanya adalah melakukan pelayanan kesehatan masyarakat
dan melaksanakan sistem rujukan bagi masyarakat DIY dan Jawa
Tengah bagian Selatan, serta dimanfaatkan guna kepentingan
pendidikan calon dokter dan dokter ahli oleh Fakultas Kedokteran
(FK) UGM.

Berdasarkan SK bersama antara Men.Kes. Rl dan Menteri P &
K RI No. 522/ Men.Kes/SKB/X/81 no. 0283a/U/1981 tanggal 2
Oktober 1981 telah dilakukan penggabungan RS UGM ke dalam
RSUP Dr. Sardjito dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah, baik
dana, peralatan maupun tenaga dari Departemen Kesehatan RI,
Departemen Pendidikan & Kebudayaan serta instansi lain terkait.
Pada tanggal 8 Februari 1982 RSUP Dr. Sardjito telah dibuka secara

resmi oleh Presiden RI Soeharto.



83

RS Dr. Sardjito Sebagai RS Pendidikan Tipe B

RS Dr. Sardjito sebagai RSUP Pendidikan membantu
memberikan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pendidikan profesi
calon dokter dan dokter spesialis serta menjadi lahan praktek dari
Institusi Kesehatan dan Non Kesehatan baik di wilayah Prop. DIY
maupun dari luar Propinsi DIY bahkan ada dari luar negeri.
RS Dr. Sardjito Sebagai RS Rujukan

RS Dr. Sardjito merupakan rujukan tertinggi untuk daerah
DIY dan Jawa Tengah bagian Selatan. Rujukan yang diberikan adalah
rujukan pelayanan medis, rujukan pengetahuan maupun ketrampilan
medis dan non medis. Dengan didukung oleh tenaga medis yang
berkualitas serta tersedianya peralatan yang canggih dengan
penanganan medis yang selalu mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan dan tehnologi kedokteran, maka RS Dr. Sardjito akan
selalu berusaha untuk memberikan pelayanan rujuan yang prima.

Dalam kegiatan rujukan ini RS Dr. Sardjito berifat pro aktif
mengikuti perkembangan dan menjalin hubungan kerja dengan rumah
sakti di DIY, luar DIY maupun luar negeri dan juga dengan FK UGM
maupun instansi pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam dan luar

negeri.
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RS Dr. Sardjito Sebagai RS Swadana dan PNBP

Dalam kurun waktu 20 tahun, status RS Dr. Sardjito
mengalami 4 kali perubahan pada tahun 1982 -1993/1994 berstatus
sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT). Tahun 1993/1994 — 1997/1998
RS Dr. Sardjito berstatus Unit Swadana dan pada tahun 1997/1998 —
2002 status menjadi Unit/ Instansi PNBP (Pendapatan Negara Bukan
Pajak). Dalam ketiga status tadi terdapat perbedaan dalam penerimaan
maupun pembiayaan rumah sakit. Sejak tahun 2002 sampai tahun
2005 RS Dr. Sardjito berstatus Perusahan Jawatan/ Perjan.
RS Dr. Sardjito Sebagai RS Perjan

Sebagaimana diketahui dengan Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1131 / Menkes / SK / X11 /1993 RSUP Dr. Sardjito ditetapkan
sebagai rumah sakit unit swadana. Namun dengan berlakunya
Undang-Undang No. 20 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 22
tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), praktis
rumah sakit sebagai unit swadana menjadi gugur atau batal.
Perkembangan selanjutnya RSUP Dr. Sardjito bersama 12 rumah
sakit rumah sakit vertikal melalui Peraturan Pemerintah No. 121 tahun
2000 tanggal 12 Desember 2000 yang ditandatangani Presiden
Abdurrahman Wahid RSUP Dr. Sardjito resmi menjadi Perusahaan

Jawatan, yang selanjutnya penulisan rumah sakit menjadi RUMAH
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SAKIT (RS) DR. SARDJITO. Dalam statusnya sebagai unit mandiri
atau PERJAN ini, diharapkan otonomi yang luas dalam pengelolaan
sumber daya akan lebih nyata. Hal ini akan mendorong dan
menciptakan fleksibilitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber
daya sekaligus pengeluaran yang efektif, ekonomis dan produktif
serta mensosialisasikan pelayanan prima.
RS Dr. Sardjito Sebagai RS Pendidikan Tipe A

Meskipun RS Dr. Sardjito mengalami berbagai macam
perubahan status, tidak mempengaruhi kinerja RS Dr. Sardjito dalam
mengemban misi dan visinya bahkan penyelenggaraan pelayanan dan
SDM vyang dimiliki semakin berkualitas , hal ini dapat dibuktikan
dengan turunnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
1174/MENKES/SK/2204 pada tanggal 18 Oktober 2004 tentang
Penetapan Kelas RS Dr. Sardjito Yogyakarta sebagai RS Umum
Kelas A yang merupakan rujukan untuk daerah Propinsi DIY dan
Jawa Tengah Bagian Selatan.
RS Dr. Sardjito Sebagai Badan Layanan Umum (BLU)

Perkembangan status RS Dr. Sardjito masih terus berjalan
seiring waktu dengan berakhirnya status PERJAN. Sejak
ditetapkannya PP RI No. 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) maka RS Dr.
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Sardjito termasuk salah satu dari 13 rumah sakit status perjan yang

berubah menjadi BLU. (disarikan pada November 2009. Redaksi)

4.2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode menyebar
kuesioner pada bulan Juni 2017 sampai Juli 2017, penyebaran
kuesioner dilakukan RSUP Dr. Sardjito dengan pegawai Non-PNS
sebagai responden dan data yang terkumpul akan diolah dengan
Structural Equation Modelling (SEM) yang dioperasikan dengan
menggunakan software AMOS 21.

Kuesioner peneilitan ini didistribusikan sebanyak 150
kuesioner dan dibagikan secara langsung. Dari seluruh kueisoner yang
didistribusikan, kembali sebanyak 150 buah sehingga response rate
sebesar 100%, dari 150 kuesioner yang diperoleh sebanyak 30
kueisoner tidak memenuhi syarat, sehingga yang layak untuk diolah
lebih lanjut sebanyak 120 kuesioner.

Tabel 4.1. Profil Responden

Karakteristik Kategori Jumlah Persentase
Jenis Kelamin Pria 76 63.3
Wanita 44 36.7
Total 120 100
Usia 21th-30th 60 50
31th-40th 52 43.3
41 th - 50 th 6 5
> 50 th 2 1.7
Total 120 100
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Masa Kerja 1-5th 45 37.5
6-10th 68 56.6
> 10 th 7 5.9
Total 120 100

4.3. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis ini menggambarkan  variabel yang diperoleh
berdasarkan jawaban responden mengenai pertanyaan-pertanyaan
yang didasarkan pada indikator yang akan diteliti. Dalam hal ini akan
dilihat kecenderungan jawaban responden untuk semua variabel
penelitian.

Untuk menentukan kategori masing-masing variabel, terlebih
dahulu ditentukan interval kelas. Interval kelas ditentukan dengan
rumus :

_ range
kategori

. 5-1
l=———

=133

Range dan kategori berdasarkan perhitungan interval kelas

tersebut, dapat dilihat pada tabel 4.2.
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Tabel 4.2. Kategori Interprestasi

Range Kategori

1-2,33 Rendah

2,34 - 3,67 | Cukup Baik

3,68 - 5,00 Baik

Berdasarkan tabel 4.2. variabel dalam penelitian ini akan
ditentukan dengan cara menghitung mean untuk setiap variabel.
4.3.1. Jawaban Responden Atas Variabel Keadilan Distributif
Karir
Keadilan distributif karir dapat dicapai ketika
penerimaan dan masukan atau inputs dan outcomes sebanding
dengan yang diperoleh rekan kerja. Pengukuran variabel
keadilan distributif karir dilakukan dengan menggunakan 5
indikator pertanyaan. Semakin besar skor skala keadilan
distributif karir, maka semakin tinggi tingkat keadilan
distributif karir yang dirasakan oleh responden.
Berikut respon kuesioner atas variabel keadilan
distributif karir dapat dilihat pada tabel 4.3. Respon mengenai

keadilan dsitibutif karir.



Prosentase Jawaban pada Variabel Keadilan Distributif Karir

Tabel 4.3. Respon Mengenai Keadilan Distribusi
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No Indiator | SS S N TS STS | Total | Mean | Keterangan
1 KDK1 |20 52 33 15 0 120 3,6417 | Cukup Baik
2 KDK2 |12 64 31 13 0 120 | 3,6250 | Cukup Baik
3 KDK3 |11 62 33 14 0 120 | 3,5833 | Cukup Baik
4 KDK4 |7 63 35 13 2 120 | 3,5000 | Cukup Baik
) KDK5 |4 59 34 20 3 120 | 3,3417 | Cukup Baik

Berdasarkan tabel 4.3. Diatas dapat dilihat bahwa
mayoritas responden menilai bahwa peningkatan Kkarir
karyawan ditempat kerja telah menggambarkan apa yang telah
karyawan berikan kepada tempat kerja, Peningkatan karir
karyawan ditempat kerja sesuai dengan kinerja yang diberikan,
Peningkatan karir yang karyawan dapat ditempat kerja telah
menggambarkan usaha yang karyawan lakukan ditempat kerja
selama ini, Peningkatan karir pada diri karyawan sesuai
dengan pekerjaan yang dilakukan, Peningkatan karir yang
didapatkan di tempat kerja sesuai dengan yang seharusnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pegawai Non
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PNS RSUP Dr. Sardjito telah mendapatkan keadilan distributif

karir dengan Cukup Baik.

4.3.2. Jawaban Responden atas Variabel Keadilan Prosedural

Karir

Keadilan prosedural karir merupakan prosedur yang
harus mengakomodasikan sesuatu yang menguntungkan
sekaligus memperhatikan keberlanjutan hubungan sosial
jangka panjang. Pengukuran variabel keadilan prosedural
dilakukan dengan menggunakan 7 indikator pertanyaan.
Semakin besar skor skala keadilan prosedural, akan
menunjukkan semakin tingginya tingkat keadilan prosedural
karir yang dirasakan responden.

Berikut respon kuesioner atas variabel keadilan
prosedural karir dapat dilihat pada tabel 4.4. Respon mengenai

keadilan prosedural karir.

Tabel 4.4. Respon mengenai Keadilan Prosedural Karir

Prosentase jawaban pada Variabel Keadilan Prosedural Karir
No | Indikator |SS |S N TS | STS Total | Mean | Keterangan
1 KPK1 4 39 52 25 |0 120 3,1833 | Cukup Baik
2 KPK2 4 37 50 29 |0 120 3,1333 | Cukup Baik
3 KPKS3 4 50 44 19 |3 120 3,2750 | Cukup Baik
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KPK4 2 62 40 |16 |0 120 3,4167 | Cukup Baik
KPKS5 4 49 52 14 |1 120 3,4167 | Cukup Baik
KPK6 8 70 34 |8 0 120 3,6500 | Cukup Baik
KPK7 5 40 |49 |26 |0 120 3,2000 | Cukup Baik

Dari tabel 4.4. menunjukkan bahwa responden merasa

bahwa

diaplikasikan

Prosedur-prosedur

secara konsisten,

karir

ditempat

kerja telah

Prosedur-prosedur  Kkarir

ditempat kerja tidak mengandung bias kepentingan orang-
orang tertentu, Prosedur Kkarir ditempat kerja saya didasarkan
pada informasi yang akurat, Prosedur karir ditempat kerja
memungkinkan responden untuk memberikan masukan
terhadap prosedur karir, Prosedur karir ditempat kerja diterima
baik oleh seluruh karyawan, Prosedur karir ditempat kerja
responden sesuai standard etika dan moral, dan Prosedur karir
ditempat kerja responden sesuai dengan harapan. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa pegawai Non PNS RSUP
Dr. Sardjito telah mendapatkan keadilan prosedural Karir

dengan Cukup Baik.

4.3.3. Jawaban Responden atas Variabel Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan peringkat kinerja dan rasio

masukan atau hasil relatif terhadap efektivitas pelatihan yang
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akurat, dilaksanakan secara adil, bebas dari bias dan
menyentuh aspek-aspek pekerjaan. Pengukuran variabel
kepuasan kerja dilakukan dengan menggunakan 10 indikator
pertanyaan. Semakin besar skor skala kepuasan kerja, akan
menunjukkan semakin tingginya tingkat kepuasan kerja yang
dirasakan responden.

Berikut respon kuesioner atas variabel kepuasan kerja
dapat dilihat pada tabel 4.5. Respon mengenai keadilan
kepuasan kerja.

Tabel 4.5. Respon mengenai Kepuasan Kerja

Persentase jawaban pada Variabel Kepuasan Kerja
No | Indikator | SS S N TS STS | Total | Mean | Keterangan
1 KK1 2 51 44 17 6 120 3,2167 | Cukup Baik
2 | KK2 2 52 46 18 2 120 3,2833 | Cukup Baik
3 | KK3 11 32 50 24 3 120 | 3,2000 | Cukup Baik
4 | KK4 1 38 47 30 4 120 3,0167 | Cukup Baik
5 | KK5 0 45 50 21 4 120 3,1333 | Cukup Baik
6 | KK6 2 51 42 19 6 120 3,2000 | Cukup Baik
7 | KK7 3 44 55 16 2 120 3,2500 | Cukup Baik
8 | KK8 13 26 41 34 6 120 3,0500 | Cukup Baik
9 | KK9 17 28 31 29 15 120 3,0250 | Cukup Baik
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10

KK10

Dari tabel 4.5. Diatas menunjukkan bahwa pegawai
Non PNS RSUP Dr. Sardjito merasa bahwa Kepuasan Kerja

yang didapatkan dirasakan cukup baik oleh para karyawan.

4.3.4. Jawaban Responden atas Variabel Perilaku Retaliasi

Perilaku Retaliasi merupakan sikap negatif yan
dilakukan karyawan atas ketidakadilan atau ketidakwajaran
yang dilakukan perusahan berkaitan dengan kebijakan-
kebijakan tertentu. Pengukuran variabel Perilaku retaliasi
dilakukan dengan menggunakan 10 indikator pertanyaan.
Semakin besar skor skala perilaku retaliasi, menunjukkan
semakin tingginya tingkat retaliasi yang dialami oleh
responden.

Berikut respon kuesioner atas variabel perilaku
retaliasi dapat dilihat pada tabel 4.6. Respon mengenai
perilaku retaliasi.

Tabel 4.6. Respon mengenai Perilaku Retaliasi

Prosentase jawaban pada Variabel Perilaku Retaliasi

No

Indikator

SS

PR1

0

3 21 64 32 120 1,9583 | Rendah

PR2

0

13 20 66 21 120 2,2083 | Rendah

PR3

1 14 72 33 120 1,8583 | Rendah

25 38 33 16 120 2,8000 | Cukup Baik

S N TS STS | Total | Mean | Keterangan
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4 | PR4 0 1 10 66 43 120 1,7417 | Rendah
5 |PR5 4 7 19 57 33 120 2,1000 | Rendah
6 |PR6 0 7 24 59 30 120 2,0667 | Rendah
7 | PR7 0 6 5 53 56 120 1,6750 | Rendah
8 | PR8 0 5 35 56 24 120 2,1750 | Rendah
9 |PR9 0 1 11 62 46 120 1,7250 | Rendah
10 | PR10 0 1 13 62 44 120 1,7583 | Rendah

Dari tabel 4.6. Diatas menunjukkan bahwa pegawai Non PNS
RSUP Dr. Sardjito menginterprestasikan perilaku retaliasi dengan

rendah.

4.4. Uji Kualitas Instrumen

4.4.1. Uji Validitas
Uji validitas penelitian ini dilakukan dengan
membandingkan p value pada output estimates dengan alpha
5%, jika p value lebih kecil dari 5% maka indikator yang
digunakan dinyatakan valid. Berikut hasil uji validitas

penelitian:




model

Tabel 4.7. Tabel Uji Validitas

Regression Weights: (Group number 1 - Default

Indikator P | Keterangan
KDK5 kx Valid
KDK4 falaiad Valid
KDK3 Fxk Valid
KDK2 falaal Valid
KDK1 falaal Valid
KPK7 kx Valid
KPK6 fakalad Valid
KPK5 fakaiad Valid
KPK4 Fxk Valid
KPK3 fakaied Valid
KPK2 falsiad Valid
KPK1 falsiad Valid
KK5 kx Valid
KK4 falai Valid
KK3 falai Valid
KK2 falai Valid
KK1 falsiad Valid
PR1 ok Valid
PR2 faleal Valid
PR3 falaia Valid
PR4 falaia Valid
PR5 Fkx Valid
PR6 foleka Valid
PR7 falsiad Valid
PRS8 *xk Valid
PR9 falaia Valid
PR10 Fkk Valid
KK6 falaia Valid
KK7 Fhx Valid
KK8 .852 | Tidak Valid
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Indikator P | Keterangan
KK9 531 | Tidak Valid
KK10 729 | Tidak Valid

Sumber : data diolah 2017, lampiran 6

Ket: tanda *** menunjukan angka yang sangat kecil berada dibawah 0,05
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Berdasarkan tabel 4.7. diatas, seluruh indikator valid kecuali

KK8, KK9 dan KK10 sehingga indikator tersebut dikeluarkan dari proses

analisis penelitian. Hasil uji validitas setelah mengeluarkan indikator-

indikator yang tidak valid dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini.

Tabel 4.8. Tabel Uji Validitas setelah Indikator KK8, KK9 dan KK10

dikeluarkan

Indikator | P | Keterangan
KDK5 ook Valid
KDK4 falaled Valid
KDK3 falaled Valid
KDK2 falaied Valid
KDK1 falaled Valid
KPK7 ok Valid
KPK6 fakaied Valid
KPK5 *xk Valid
KPK4 falelel Valid
KPK3 falaled Valid
KPK2 Fkx Valid
KPK1 falaled Valid
KK5 ook Valid
KK4 *xE Valid
KK3 falaled Valid
KK2 el Valid
KK1 fakaiel Valid




Indikator | P | Keterangan
PR1 ok Valid
PR2 ki Valid
PR3 *xk Valid
PR4 *xk Valid
PR5 *xk Valid
PR6 fakaled Valid
PR7 falale Valid
PRS8 fakaked Valid
PR9 *xk Valid
PR10 *xk Valid
KK6 falaal Valid
KK7 Fxk Valid

Sumber : data diolah 2017, lampiran 6

Ket: tanda *** menunjukan angka yang sangat kecil berada dibawah 0,05
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Berdasarkan tabel 4.8. diatas yang diperoleh dari data

yang diolah dengan aplikasi Amos 21.0 dengan melihat pada

out put estimates regression weights, terlihat bahwa seluruh

indikator valid dan semua data layak untuk diteliti lebih lanjut.

4.4.2. Uji Reliabilitas

Dalam hal ini  pengujian

dilakukan

dengan

menggunakan Cronbach alpha dari masing-masing angket

variabel. Ukuran yang dipakai untuk menguiji reliabilitas ialah

bila angka Cronbach alpha > 0,60 (Hair, et al. 2012; dalam

Sentot K., 2013).



Tabel 4.9. Uji Reliabilitas
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Variabel Cronbach's Alpha Keterangan
Keadilan Distributif Karir | 0.924 Reliabel
Keadilan Prosedural Karir | 0.851 Reliabel
Kepuasan Kerja 0.888 Reliabel
Perilaku Retaliasi 0.898 Reliabel

Sumber : data diolah 2017, lampiran 5

Dari tabel 4.9. hasil pengujian reliabilitas diatas,

tampak bahwa nilai Cronbach's Alpha dari masing-masing

indikator variabel tidak kurang dari 0,60, sehingga dapat

disimpulkan bahwa

reliabel dan layak untuk diteliti lebih lanjut.

4.5. Uji Asumsi SEM

4.5.1. Jumlah Sampel

indikator dari masing-masing variabel

Jumlah sampel atau kuesioner yang digunakan dalam

penelitian ini sebanyak 150 buah, questioner yang dapat

digunakan 120 buah

4.5.2. Uji Outliers

Ada 2 macam uji outliers yaitu Multivariate Outliner

dan Univariat Outliner.
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4.5.2.1.Multivariate Outliers

Untuk evaluasi ini dapat dilihat melalui output
AMOS Mahalanobis Distance, dimana kreiteria yang
digunakan pada tingkat p < 0.001, jarak evaluasi
dengan menggunakan X* pada derajat bebas sebesar
jumlah variabel terukur yang digunakan dalam
penelitian. Dalam penelitian ini variabelnya adalah 32,
kemudian melalui program Excel pada sub-menu
Insert Function - CHINV, masukan probabilitas 0.001
dan jumlah variabel terukur, sehingga menghasilkan
batas outliers 62,4872. Artinya bila batas outliers yang
diijinkan dalam penelitian ini maksimal 62,4872
apabila terdapat data yang nilai Mahalanobis d-squared
lebih besar dari 62,4872, maka data tersebut harus

dikeluarkan.

Tabel 4.10. Pengujian Outliers Multivariate 1

Observation number | Mahalanobis d-squared

41 61.647
40 53.074
17 52.726
76 51.100

95 50.201




Dari tabel 4.10. diatas nilai
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Mahalanobis d-

squared terlihat tidak terdapat outliers sehingga

kuesioner yang layak diteliti lebih lanjut sebanyak 120

kuesioner.

4.5.2.2. Univariate Outliers

Untuk uji asumsi SEM Univariate Outliers

dilakukan dengan cara mentransformasikan data

menjadi standar. Kriterianya adalah jika data z-score

masing-masing indikator maximum tidak lebih besar

dari 3 atau 4, mean nol dan standar deviasi 1, maka

tidak diketemukan adanya unvariate ouliers.

Tabel 4.11. Uji Univariate Outliers

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Zscore(KDK1) 120 -1.81281 1.49994 | .0000000 1.00000000
Zscore(KDK2) 120 -2.00554 1.69700 .0000000 1.00000000
Zscore(KDK3) 120 -1.94122 1.73688 .0000000 1.00000000
Zscore(KDK4) 120 -3.01166 1.80700 | .0000000 1.00000000
Zscore(KDK5) 120 -2.64897 1.87596 | .0000000 1.00000000
Zscore(KPK1) 120 -1.48105 2.27372 .0000000 1.00000000
Zscore(KPK2) 120 -1.38340 2.27854 .0000000 1.00000000
Zscore(KPK3) 120 -2.64666 2.00681| .0000000 1.00000000
Zscore(KPK4) 120 -1.91438 2.13960| .0000000 1.00000000
Zscore(KPK5) 120 -3.07539 2.17795 .0000000 1.00000000
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Zscore(KPK6) 120 -2.33738 1.91241 .0000000 1.00000000
Zscore(KPK7) 120 -1.45270 2.17905 .0000000 1.00000000
Zscore(KK1) 120 -2.48923 2.00261 .0000000 1.00000000
Zscore(KK2) 120 -2.85030 2.14293 .0000000 1.00000000
Zscore(KK3) 120 -2.31792 1.89648 .0000000 1.00000000
Zscore(KK4) 120 -2.34557 2.30680 .0000000 1.00000000
Zscore(KK5) 120 -2.60405 1.05790 .0000000 1.00000000
Zscore(KK6) 120 -2.43424 1.99165 .0000000 1.00000000
Zscore(KK7) 120 -2.88262 2.24204 .0000000 1.00000000
Zscore(PR1) 120 -1.29876 2.76693 .0000000 1.00000000
Zscore(PR2) 120 -1.40680 2.08595 .0000000 1.00000000
Zscore(PR3) 120 -1.34322 3.35154 .0000000 1.00000000
Zscore(PR4) 120 -1.15590 3.51966 .0000000 1.00000000
Zscore(PR5) 120 -1.11994 2.95257 .0000000 1.00000000
Zscore(PR6) 120 -1.28918 2.33663 .0000000 1.00000000
Zscore(PR7) 120 -.86583 2.98231 .0000000 1.00000000
Zscore(PR8) 120 -1.47687 2.29386 .0000000 1.00000000
Zscore(PR9) 120 -1.09755 3.44403 .0000000 1.00000000
Zscore(PR10) 120 -1.12582 3.32798 .0000000 1.00000000
Valid N (listwise) 120

Berdasarkan Tabel 4.11. Diatas dapat dilihat

bahwa z-score data masing-masing indikator

mean

nol dan standar deviasi 1, maka dapat disimpulkan

bahwa tidak ditemukan adanya univariate outliers.

4.5.3. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan dengan mengolah data pada

aplikasi AMOS dengan melihat pada output Assesment of

Normality dengan melihat nilai Critical Ratio (c.r) untuk

kurtosis (kerucingan) maupun skewness (kemencengan) lebih
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besar + 2,58 maka distribusi tersebut tidak normal secara

univariate. Dalam kasus ini terdapat beberapa data yang

berdistribusi tidak normal.

Tabel 4.12. Hasil Uji Normalitas Data

Variable Min max ske kurtosi C.I.
w S

100 5.00 :

KK10 0 oAl 497 -T2 o
1.00  5.00 i

KK9 0 0005 022 1006 e
100 5.00 i

KKS : o 91 886 677 .-
1.00  5.00 ; i

KK7 0 0 359 1607 0¥ 06l
1.00  5.00 i i

KK6 0 0 678 3031 182 -406

PR10 1'08 4'08 493 2203  -081 -.181

PRO 1'08 4'08 537 2400 067 .151
100 4.00 i

PRS 0 o 181 810 -515 ..

PR7 1.00 400 127 .06 1656 3.703

0 0 6
PR6 1'08 4'08 502 2243 -200 -.448
PRS 100 500 102 o908 960 2147
0 0 8

PR4 1'08 4'08 480 2148 219 490

PR3 1'08 4'08 323 1445 190 424

PR2 1'08 4'08 627 2802  -093 -.208

PR1 1'08 4'03 443 1983  -032 -071
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Variable Min  max ske kurtosi c.r.
w S
KKl 1'08 5'08 724 3235 018 030
KK2 1'08 5'08 552 2470 231 -5
KK3 1'08 5'08 066 297  -403 -901
KK4 1'08 5'08 o7 1211 %86 153
KK5 1'08 4'08 o p7es 312 697
KPK1 200 S0 o8 251 i3 o
KPK2 200 S0 119 s 73 -
KPK3 1'08 5'08 s7e o1ar 205 -459
KPK4 2 70 s 2600 S8 1a1s
KPKS 1'08 5'08 .315; 1.411- -086 192
KPK6 2'08 5'08 542 2423 13 387
KPK7 2'08 5'08 065 289 -764 o
KDKI 2'08 5'08 .25é 1.147- 688 1.5355
KDK2 2'08 5'08 _ 457' 20 42' -257  -574
KDK3 2'08 5'08 10 1ga 358 801
KDK4 1'08 5'08 .7oé 3_167' 311 .694
KDK5 1'08 5'08 1o 2o0) 269 -601
Multivariat 57805 6.787

e
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Dari tabel 4.12 terlihat bahwa koefisien kurtosis
terdapat nilai c.r pada satu variabel yaitu PR7 yang lebih besar
dari 2,58 yaitu 3,703 sehingga dapat dinyatakan ada asumsi
normalitas univariate yang dilanggar, sedang pada koefisien
skewness terdapat dua variable yang terindikasi tidak
memenuhi asumsi normalitas univariate, yaitu PR7, PR5, PR2,
KPK4, KK5, KK1, KDK5, dan KDK4 karena nilai absolut
c.r.nya lebih besar dari 2,58. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa data yang digunakan tidak memenuhi asumsi
normalitas univariate.

Dalam analisis SEM, normalitas multivariate jauh
lebih penting ketimbang normalitas univariate. Jika normalitas
multivariate  terpenuhi  maka normalitas  univariate
diasumsikan terpenuhi dengan sendirinya (Usman D. 2014).
Dari tabel diatas nilai c.r. yang dihasilkan 8,161 lebih besar
dari 2,58, sehingga data tidak memenuhi asumsi normalitas
multivariate, maka dapat disimpulkan data tidak terdistribusi
dengan normal.

4.5.4. Uji Multikolinearitas
Uji  digunakan untuk mengetahui apakah terdapat

korelasi antar variabel independen. Kriteria tidak terjadinya
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multikolinearitas adalah nilai determinant matrik kovarian
jauh dari nilai 0.

Condition number of Sample Correlations = 259,356

Determinat of Sample Covariance Matrix = 0,000

Berdasarkan hasil olah data melalui AMOS output
diatas dihasilkan nilai determinant covariance matriks adalah
0,000. maka dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas

4.5.5. Uji Model Goodness of Fit
Tabel 4.13

Hasil Uji Goodness of Fit

Goodness of Fit Index Cut off value Hasil Analisis | Evaluasi Model

Chi square (x°) Diharapkan kecil | 944,954 Buruk
X? dengan df = 32
adalah 62,4872

Significance Probability | > 0,05 0,000 Buruk
()

CMIN/DF <2,00 2,063 Marginal
GFlI > (0,90 0,682 Unfit
AGFI > 0,90 0,634 Unfit
TLI >0,95 0,783 Marginal
CFlI >0,95 0,799 Marginal

RMSEA >0,08 0,095 Marginal




Gambar 4.1. Hasil pengujian Full SEM
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MODEL ANALISA PENGARUH KEADILAN DISTRIBUTIF KARIR DAN KEADILAN PROSEDURAL KARIR

TERHADAP PERILAKU RETALIAS|I DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI PEMEDIASI
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4.6. Uji Hipotesis
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Hasil analisis SEM sebagai langkah pengujian hipotesis dapat

dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.14. Hasil Uji Hipotesis

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

Estimate S.E. C.R. P Label
KK <-—- KPK 352 .091 3.862 *** par 26
KK <--- KDK 530 .099 5.371 *** par_27
PR <--- KDK -101 .106 -.953 .340 par_23
PR <--- KPK 190 .108 1.762 .078 par_24
PR <---KK -.388 .133 -2.915 .004 par_25

Ket *** memiliki angka yang sangat kecil dibawah 0,05

4.6.1. Pengujian Hipotesis 1
Dari hasil pengujian menggunakan SEM didapat hasil
estimate sebesar -0,101 nilai C.R. = -0,953 (C.R. < = 1,96)
dengan probabilitas 0,340 (p > 0,005). Maka dapat
disimpulkan bahwa keadilan distributif  karir  tidak
berpengaruh terhadap perilaku retaliasi, sehingga hipotesis 2
Keadilan distributif karir berpengaruh terhadap perilaku
retaliasi DITOLAK, karena hasil dari pengujian data yang
didapat tidak memenuhi syarat yang ada
4.6.2. Pengujian Hipotesis 2
Dari hasil pengujian menggunakan SEM didapt hasil
estimate sebesar 0,190 nilai C.R. = 1,762 (C.R. < = 1,96)
dengan probabilitas 0,078 (p < 0,005). Maka dapat
disimpulkan bahwa keadilan prosedural Karir tidak

berpengaruh terhadap perilaku retaliasi sehingga hipotesis 4
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Keadilan prosedural Kkarir berpengaruh terhadap perilaku
retaliasi DITOLAK, karena hasil dari pengujian data yang
didapat tidak memenuhi syarat yang ada
4.6.3. Pengujian Hipotesis 3
Dari hasil pengujian menggunakan SEM didapat hasil
estimate sebesar 0,530 nilai C.R. = 5,371 (C.R. > £ 1,96)
dengan probabilitas 0,000 (p<0,005). Maka dapat disimpulkan
bahwa keadilan ditributif karir berpengaruh terhadap kepuasan
kerja, sehingga hipotesis 1 Keadilan distributif Kkarir
berpengaruh terhadap kepuasan kerja DITERIMA, karena
hasil dari pengujian data yang didapat memenuhi syarat yang
ada
4.6.4. Pengujian Hipotesis 4
Dari hasil pengujian menggunakan SEM didapat hasil
estimate sebesar 0,352. Nilai C.R. = 3,862 (C.R. > £1,96)
dengan probabilitas 0,000 (p<0,05). Maka dapat disimpulkan
bahwa keadilan prosedural karir berpengaruh terhadap
kepuasan kerja, sehingga hipotesis 3 keadilan prosedural karir
berpengaruh terhadap kepuasan kerja DITERIMA, karena

hasil pengujian data yang didapat memenuhi syarat yang ada.
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4.6.5. Pengujian Hipotesis 5
Dari hasil pengujian menggunakan SEM didapat hasil
estimate sebesar -0.388 nilai C.R. = -2,915 (C.R. > £ 1,96)
dengan probabilitas 0,004 (p > 0,005). Maka dapat
disimpulkan bahwa hipotesis 5 Kepuasan kerja berpengaruh
terhadap perilaku retaliasi DITERIMA, karena hasil dari
pengujian data yang didapat memenuhi syarat yang ada
4.6.6. Pengujian Hipotesis 6
Dari hasil pengujian penelitian menggunakan SEM
menunjukkan keadilan distributif Kkarir tidak berpengaruh
terhadap perilaku retaliasi, namun keadilan distributif karir
berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan kepuasan kerja
berpengaruh terhadap perilaku retaliasi, maka kepuasan kerja
dapat menjadi mediasi antara variabel keadilan distributif karir
dengan perilaku retaliasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa
hipotesis 6 DITERIMA.
4.6.7. Pengujian Hipotesis 7
Dari hasil pengujian penelitian menggunakan SEM
menunjukkan keadilan prosedural karir berpengaruh terhadap
kepuasan kerja dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap

perilaku retaliasi, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan
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kerja dapat menjadi mediasi pengaruh keadilan prosedural
karir terhadap perilaku retaliasi sehingga hipotesis 7

DITERIMA.

4.7. Pembahasan Hipotesis
4.7.1. Keadilan distributif karir tidak berpengaruh terhadap
perilaku retaliasi

Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa keadilan

distributif karir tidak berpengaruh terhadap perilaku retaliasi
karyawan. Hasil hipotesis kedua penelitian ini tidak sejalan
dengan penelitan Pada penelitian yang dilakukan oleh Skalicki

dan Folger, 1997 (dalam Heru Kurnianto T., 2007) yang
mendeskripsikan bahwa ketidakadilan dalam pendistribusian
hasil-hasil organisasi akan mendorong karyawan untuk
melakukan tindakan-tindakan balas dendam (retaliatory
behavior), seperti tindakan merusak peralatan maupun proses

kerja, mengambil perlengkapan tanpa ijin dsh. Sebaliknya,
apabila karyawan mempersepsikan bahwa kontribusi mereka
terhadap organisasi seimbang dengan imbalan yang akan
mereka terima, maka karyawan akan cenderung memberikan

reaksi-reaksi positif seperti kepuasan dan komitmen. Namun
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penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Tjahjono H.K. (2008) yang menunjukkan bahwa keadilan
distributif tidak berperan dalam menjelaskan perilaku retaliasi
didalam organisasi.

Pendistribusian karir yang diterapkan dalam kebijakan-
kebijakan manajemen RSUP Dr. Sardjito telah dianggap
sesuai dengan yang seharusnya sehingga dengan adanya
pendistribusian Kkarir yang adil maka perilaku retaliasi akan
dapat terhindari. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitan
bahwa persepsi akan perilaku retaliasi diinterprestasikan
dengan rendah pada pegawai Non PNS di RSUP Dr. Sardjito.

4.7.2 Keadilan prosedural karir tidak berpengaruh terhadap
perilaku retaliasi

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan
prosedural karir tidak berperan mempengaruhi perilaku
retaliasi karyawan. Sehingga hipotesis ke empat pada
penelitian ini ditolak. Hasil hipotesis ke empat dalam
penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Skarlicky dan
Folger (1997), yang menjelaskan bahwa perilaku retaliasi
disebabkan dengan adanya ketidakadilan prosedural yang

diterima oleh karyawan di dalam organisasi, apabila keputusan
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organisasi dipersepsikan tidak adil atau tidak wajar baik dari
sisi prosedurnya akan memicu emosi karyawan berupa rasa
sakit hati dan kemarahan, mereka akan bertindak melawan
organisasi ketika mereka merasa telah dimanfaatkan dan
dieksploitasi oleh organisasi.

Keadilan distributif karir  berpengaruh terhadap
kepuasan kerja

Dari hasil uji penelitian ini menyatakan bahwa
keadilan distributif  karir berpengaruh terhadap kepuasan
kerja, artinya bila semakin tinggi persepsi keadilan distributif
karir yang dirasa karyawan maka kepuasan kerja yang
dirasakan karyawan akan meningkat. Demikian pula
sebaliknya, apabila keadilan distributif dipersepsikan rendah
maka kepuasan kerja juga semakin rendah.

Dapat dilihat dalam penelitian ini bahwa rata-rata
persepsi keadilan distributif karir pegawai Non-PNS RSUP
Dr. Sardjito telah diterima dengan cukup baik.

Selain itu Beberapa peneliti telah membuktikan bahwa
perlakuan adil berhubungan erat dengan sikap-sikap di tempat
kerja termasuk kepuasan kerja (Cropanzano et. al. 2000).

Penelitian yang dilakukan oleh McFarlin dan Sweeney (1992),
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menemukan bahwa keadilan distributif memiliki pengaruh ter-

hadap kepuasan kerja.

4.7.4. Keadilan prosedural karir berpengaruh terhadap kepuasan
kerja

Pada penelitian ini ditunjukan bahwa keadilan
prosedural karir bepengaruh terhadap kepuasan kerja, artinya
bahwa semakin tinggi persepsi keadilan prosedural karir yang
dirasakan karyawan maka kepuasan kerja karyawan akan
meningkat. Demikian sebaliknya bila keadilan prosedural karir
dipersepsikan rendah maka kepuasan kerja juga semakin
rendah.

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa rata-rata
persepsi keadilan prosedural karir yang diterima oleh pegawai
Non-PNS RSUP Dr. Sardjito sudah cukup baik. Penelitian ini
juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Greenberg dan
Baron (2003) keadilan prosedural didefinisikan sebagai
persepsi keadilan atas pembuatan keputusan dalam organisasi.
Orang-orang di dalam organisasi sangat memperhatikan dalam
pembuatan keputusan secara adil dan mereka merasa bahwa

organisasi dan karyawan akan sama-sama merasa diuntungkan
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jika organisasi melaksanakan prosedur secara adil. Dalam
penelitian yang dilakukan oleh Folger dan Konovsky (1989)
menyatakan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif
signifikan terhadap kepuasan kerja.

4.7.5 Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap perilaku retaliasi

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kepuasan kerja mempengaruhi terhadap perilaku retaliasi
dengan korelasi negatif, sehingga dapat diartikan bahwa
semakin tinggi kepuasan kerja maka perilaku retaliasi semakin
rendah. Demikian sebaliknya bila kepuasan kerja dirasa
rendah maka akan dapat memicu perilaku retaliasi.

Penelitan ini sejalan dengan Siagian, 1996 dalam
(M.Zainur, 2010) menyatakan terdapat korelasi kuat antara
kepuasan kerja dengan tingkat kemangkiran. Artinya telah
terbukti bahwa karyawan yang tinggi tingkat kepuasan
kerjanya akan rendah tingkat kemangkirannya, sebaliknya
karyawan yang rendah tingkat kepuasan kerjanya akan tinggi
tingkat kemangkirannya. Folger dan Konovsky (1989) dalam
Moorman, 1991 menjelaskan dimana kepuasan Kkerja
merupakan salah satu dimensi perilaku kerja yang dipengaruhi

oleh keadilan organisasional. Dalam penlitian yang dilakukan
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Dailey & Kirk 1992 dalam Hyan (2001), menemukan bahwa
persepsi karyawan akan keadilan distributif dan keadilan
prosedural memainkan peran penting dalam hubungan dengan
kepuasan kerja. Penelitian tentang keadilan organisasional
secara konsisten telah menemukan keterkaitan antara keadilan
distributif, keadilan prosedural dengan sikap dan perilaku
retaliasi.
Kepuasan kerja menjadi mediasi dalam hubungan
pengaruh keadilan distributif karir terhadap perilaku
retaliasi.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan
kerja berperan menjadi mediasi hubungan pengaruh keadilan
distributif Kkarir terhadap perilaku retaliasi. Hal tersebut
ditunjukkan dengan tidak terdapatnya korelasi negatif secara
langsung antara keadilan distributif karir dan perilaku retaliasi,
namun dalam hubungan keadilan distributif karir dengan
kepuasan kerja dan kepuasan kerja dengan perilaku retaliasi
memiliki perngaruh singnifikan antar variabel. Dengan
demikian dapat diartikan bahwa secara tidak langsung
keadilan distributif berpengaruh terhadap perilaku retaliasi

melalui mediasi kepuasan kerja.



4.7.7.

116
Hal ini sejalan dengan Dalam penelitian yang
dilakukan oleh (Rafika Nuri, 2013) tentang analisis Pengaruh
Kedilan Distributif karir dan Analisi Pengaruh Keadilan
Prosedural Karir Terhadap Perilaku Retaliasi dengan
Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening didapatkan hasil
bahwa kepuasan kerja menjadi mediasi dalam hubungan
antara keadilan distributif karir dengan perilaku retaliasi.
Dengan adanya pengaruh keadilan distributif karir terhadap
perilaku retaliasi dengan kepuasan kerja sebagai mediasi
dalam penilitian ini, diharapkan mampu memberi kontribusi
dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan
perilaku organisasional.
Kepuasan karir menjadi mediasi dalam hubungan
pengaruh keadilan prosedural karir terhadap perilaku
retaliasi
Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kepuasan kerja menjadi mediasi hubungan keadilan prosedural
karir terhadap perilaku retaliasi. Artinya, secara tidak langsung
keadilan prosedurl Kkarir berpengaruh terhadap perilaku
retaliasi yang dimediasi oleh kepuasan kerja. Hal tersebut

ditunjukkan dari hasil penelitian dengan tidak terdapatnya
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korelasi hubungan antara keadilan prosedural karir dengan
perilaku retaliasi secara langsung, namun hubungan keadilan
prosedural karir dengan kepuasan kerja dan kepuasan kerja
dengan perilaku retalias memiliki perngaruh yang signifikan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Rafika Nuri, 2013) tentang analisis Pengaruh Kedilan
Distributif karir dan Analisi Pengaruh Keadilan Prosedural
Karir Terhadap Perilaku Retaliasi dengan Kepuasan Kerja
Sebagai Variabel Intervening didapatkan hasil bahwa
kepuasan kerja menjadi mediasi dalam hubungan antara
keadilan prosedural karir dengan perilaku retaliasi.

Dengan adanya pengaruh keadilan prosedural Karir
terhadap perilaku retaliasi dengan kepuasan kerja sebagai
mediasi dalam penelitian ini, diharapkan mampu memberi
kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait
dengan perilaku organisasional.

4.8. Implikasi
4.8.1. Implikasi Praktis

Hubungan dengan praktisi dalam hal ini adalah RSUP

Dr. Sardjito, diharapkan dapat secara bijaksana dalam

membuat kebijakan-kebijakan keputusan yang bersifat
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strategis bagi seluruh pegawai khususnya pegawai Non-PNS.
Persepsi keadilan yang dirasa pegawai harus menjadi
perhatian RSUP Dr. Sardjito dalam mengambil kebijakan-
kebijakan organisasional tersebut. Ketidakadilan yang
dirasakan akan dapat menyebabkan ketidakpuasan pegawai
sehingga dapat mendorong mereka untuk berperilaku retaliasi
terhadap organisasi.

Pengkajian dari sisi  disfungsional  organisasi
sesungguhnya bermakna antisipatif bagi pengalaman
organisasi di masa depan. Implikasi pihak manajemen menjadi
nyata terkait bagaimana upaya manajerial mengeliminasi

fenomena disfungsional tersebut.

4.8.2. Implikasi teoritis
Implikasi teoritis yang muncul dalam penelitian ini
adalah bahwa pemahaman pada situasi tertentu dalam
menjelaskan pengaruh keadilan distributif karir dan keadilan
prosedural pada perilaku retaliasi didalam organisasi sangatlah
penting. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa teori
tersebut tidak bersifat universal lintas populasi, sehingga

diharapkan penelitian selanjutnya dapat memahami secara
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mendalam situasi-situasi tersebut. Pendekatan penelitian
selanjutnya dengan modifikasi melalui variabel lain sebagai
pemediasi akan dapat membantu pemahaman pengaruh

keadilan pada perilaku retaliasi dalam berbagai situasi.



